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Perekonomian Indonesia masih berada pada kondisi yang sangat sulit akibat krisis ekonomi (1997) dan
politik yang belum terselesaikan. Ini ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika,
besarnya utang luar negeri, inflasi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mempengaruhi
secaralangsung sektor industri, dimanaterjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), yang
menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin dan
meningkatnya jumlah pengangguran.

Propinsi Bali sendiri terkena dampak krisis ekonomi ini dimana pertumbuhan ekonominya menurun dari
sebesar 8,10% pada tahun 1996 menjadi sebesar -3,73% pada tahun 1998. Hal ini jugaterlihat pada
meningkatnya angka pengangguran terbuka (open unemployment), dari sebesar 2,57% pada tahun 1997
menjadi 3,09% pada tahun 1998.

Mengingat banyaknya persoalan yang timbul akibat pengangguran ini, baik secara ekonomi dan sosial, maka
kita perlu menekankan pada bidang perencanaan ketenagakerjaan. Apalagi negara-negara sedang
berkembang (NSB) seperti Indonesia memiliki ciri Labor Surplus Economy, dimana menghadapi masalah
utama yaitu terbatasnya lapangan kerja padahal pertambahan jumlah angkatan kerjanya cukup besar.

Propinsi Bali sendiri adalah propinsi yang memiliki struktur perekonomian yang berbeda dibandingkan
daerah-daerah lain. Sektor Pariwisata sebagai leading sector di daerah ini mendukung dua (2) sektor
ekonomi lainnya yaitu sektor Pertanian dan sektor Industri sebagai prioritas pembangunan.

Untuk melihat sejauh mana kesempatan kerja yang bisa diciptakan oleh ketiga sektor ekonomi di atas dalam
setiap pertumbuhan ekonomi sektoral, maka dalam penelitian ini digunakan alat ukur elastisitas kesempatan
kerja dan Igju pertumbuhan produktivitas pekerja, dengan asumsi ceteris paribus. Selain itu pula, kita dapat
melihat pola pembangunan di propinsi Bali, dengan menganalisa transformasi struktur ekonomi dan
pergeseran yang terjadi pada sektor ketenagakerjaan. Sebelum menganalisa variabel-variabel tersebut, kita
seharusnya mengetahui terlebih dahulu bagaimana karateristik ketenagakerjaan di propinsi Bali.

Komposisi ketenagakerjaan digolongkan menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), tempat tinggal
(daerah perdesaan atau perkotaan), golongan umur (usia produktif atau usia muda), jenis pekerjaan,
lapangan pekerjaan, serta menurut status pekerjaan. Setelah diperoleh hasil penelitian, selanjutnya secara
sektoral dan regional dibandingkan dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Bali untuk
periode tahun 2001-2004.

Dari hasil analisis diperoleh elastisitas kesempatan kerja jangka panjang untuk sektor Perdagangan, Hotel
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dan Restoran dimana sektor ini sangat menunjang Pariwisata di propinsi Bali, yaitu sebesar 0,33 sedangkan
hasi| Propeda menunjukkan sebesar 0,16. Hal ini perlu dikoreks oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat,
karena sektor ini masih dapat menampung tambahan tenaga kerja yang ada dengan laju produktivitas
pekerja sektor yang relatif cukup tinggi yaitu sebesar 5,88. Untuk sektor Pertanian diperoleh hasil
elastisitasnya yaitu sebesar minus 2,88, dalam arti dengan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) sektor Pertanian sebesar 1 % akan menurunkan perluasan kesempatan kerja sektor Pertanian
sebesar -2,88%, dengan lgju pertumbuhan produktivitas pekerja sektor Pertanian sebesar 4,50%. Tetapi
Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menggunakan elastisitas yang jauh berbeda, yaitu sebesar 0,22.
Sehingga sektor ini sudah tidak dapat lagi diandalkan dalam penyerapan tenaga kerja di masa-masa yang
akan datang.

Dengan demikian, dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa karakteristik ketenagakerjaan
di propins Bali unik, dimana kualitas pekerjanyatidak harus dilihat hanya melalui tingkat pendidikan yang
ditamatkan sgja karena keahlian dan keterampilan yang mereka miliki di bidang kebudayaan memiliki nilai
jual dan nilai seni yang tinggi. Hal ini dilihat dalam pergeseran pekerja dari informal ke sektor formal yang
tidak mengalami perubahan yang berarti selama kurun waktu penelitian. Pihak Pemda sendiri perlu
memperhatikan fenomenayang terjadi didalam masyarakat dan juga harus melihat data-data masalalu
dalam menetapkan target perluasan kesempatan kerja sektor, dan usaha di luar sektor Pertanian perlu untuk
dikembangkan, seperti sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Jasa-jasa dan sektor Industri.



